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ABSTRAK 

Saat ini, kebakaran hutan telah menjadi perhatian internasional sebagai 

masalah lingkungan dan ekonomi. Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk 

gangguan yang makin sering terjadi. Gangguan asap karena kebakaran hutan tidak 

hanya merugikan masyarakat sekitar di Indonesia akan tetapi  telah melintasi batas 

antar negara. Kebakaran hutan akhir-akhir ini sering terjadi di Indonesia khususnya 

di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran hutan di wilayah Provinsi Riau 

(Sumatera Selatan) merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penyebab 

dalam degradasi lahan di wilayah tersebut. Hampir setiap tahun, kebakaran hutan 

terjadi di wilayah ini dengan rata-rata luasan sekitar 113 Ha. Kebakaran hutan lahan 

yang terjadi tersebut berada di penguasaan izin PT.O. Berdasarkan pengecekan dan 

verifikasi lapangan, kebakaran tersebut diduga dilakukan oleh PT.O untuk 

penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman dengan biaya murah dan cara 

cepat. 

Terdapat dua masalah hukum dalam kasus ini. Pertama, apakah kebakaran 

yang terjadi di wilayah penguasaan PT.O dapat disebut sebagai tindakan 

pengrusakan lingkungan dan dapatkah PT.O sebagai pemegang izin dari areal 

kerjanya dapat bertanggungjawab atas kebakaran yang terjadi di wilayahnya yang 

disebabkan oleh penjalaran api dari kegiatan masyarakat setempat. 

Dari penulisan legal memorandum ini dapat diambil kesimpulan bahwa 

kebakaran yang terjadi di wilayah PT.O tersebut dapat dikualifikasikan sebagai 

tindakan pengrusakan lingkungan, berdasarkan konsep strict liabity yang terdapat 

dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan PT.O harus memberikan ganti rugi atas 

kelalaiannya dalam melakukan upaya pemadaman kebakaran sehingga 

menyebabkan kerugian terhadap Negara. 
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LEGAL MEMORANDUM ON RESPONSIBILITY OF PT.O DUE 

TO FOREST FIRE IN CONTROLLED AREAS CLASSIFIED AS 

ENVIRONMENTAL DESTRUCTION 

ABSTRACT 

Currently, forest fire have become international concern as a matter of 

environment and economics. Forest fire is a form of activities that became more 

frequent. Smokes interruption from the forest fire not only harming the citizen in 

Indonesia but also across the boundary between countries. Forest fire often 

occurred in Indonesia especially in Sumatera and Kalimantan. The forest fire in 

Riau Province (South Sumatra) is one of the main factors that causing the 

degradation of land in that region. Almost every year, forest fires occur in this 

region with an average area about 113 hectares. The forest fire that occurred in 

South Sumatera are located in the control permit of PT.O. Based on the result of 

research on that burning forest case, fire allegedly by PT.O for preparing land for 

plantation development with a low cost and the fast way. 

There are two legal issues in this case. First, whether the fire that occurred 

in the region of PT.O can be called an act of environmental destruction and whether 

PT.O as the licensee of the working area can be responsible for a fire that occurred 

in the region caused by the propagation of fire from the local community. 

Conclusions that can be drawn from this legal memorandum are the fires that 

have occurred in the region of PT.O can be classified as an act of environmental 

destruction based on the concept of strict liability contained in article 88 the act of 

no. 32/2009 about environmental protection and management, and also PT.O 

provides compensation for their negligence in performing fire extinguish effort as 

to cause losses to the country. 
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